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Abstrak

Pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Peradilan Militer
merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakan hukum dan
keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Hukuman disiplin
militer bagi prajurit TNI khususnya dilingkup TNI Angkatan Udara yang terlibat tindak pidana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, yang mengatur bahwa Angkatan
Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan dan
pemberhentian perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang dapat
diselesaikan berdasarkan hukum disiplin militer dan juga kendala atasan yang berhak menghukum (Ankum) dalam
menegakkan pelanggaran disiplin militer bagi prajurit TNI-AU yang terlibat tindak pidana.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Pangkalan TNI-AU Muljono Surabaya,
Oditur Militer III Surabaya, dan Pengadilan Militer III Surabaya. Data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, studi literatur, jurnal, hasil penelitian, website, dan Peraturan
Perundang-Undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam
penetian ini adalah Kepala Komando Lanud TNI AU Muljono Surabaya selaku Ankum Pengolahan data
dilakukan dengan memeriksa indormasi dan diklasifikasikan secara sitematis, serta mengolah hubungan data
primer dan sekundr. Hasil pengolahan data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kendala yang dihadapi dalam menegakan hukuman bagi Prajurit TNI-AU
yang terlibat tindak pidana, belum bisa dilakukan dengan maksimal. Pemberian sanksi disiplin militer bagi prajurit
TNI-AU terletak dari wewenang dari Ankum, karena Ankum yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin
militer meski prajurit tersebut melakukan perbuatan tindak pidana. Ankum dalam menjatuhkan hukuman harus
mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan putusannya. Salah satu atribut yang diutamakan oleh
setiap komandan satuan dalam memutus sebuah hukuman bagi prajurit adalah kemampuan untuk menilai
bagaimana kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit akan berdampak pada kohesi kesatuan. Penulis
memiliki saran . Kepada aparat penegak hukum agar melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya dan diperintah dan Ankum diberi
wewenang menyelesaikan perkara pelanggaran hukum pidana (tindak pidana) yang sedemikian ringan sifatnya
cukup diselesaikan secara hukum disiplin, sehingga kecepatan penyelesaian suatu perkara dapat tercapai.

Kata kunci :Hukum Pidana Militer, Disiplin Militer, TNI-AU

Abstract

The implementation of Law No. 31 of 1997 concerning Military Courts that Military Courts is the implementation
of judicial powers within the Armed Forces to uphold the law and justice by taking into account the interests of the
implementation of state defense and security. Military disciplinary penalties for TNI soldiers, especially within the
Indonesian Air Force involved in criminal acts are regulated in Law No. 25 of 2014 concerning the Law on
Military Discipline, which stipulates that the Armed Forces have their own courts and commanders have the
authority to hand over and terminate cases. The purpose of this study is to find out what crime can be resolved
based on military discipline law and also the constraints of commander who has the right to punish in enforcing
violations of military discipline for air force soldiers involved in criminal acts.

This research is a kind of empirical juridical research located in Muljono Air Force Base Surabaya, Surabaya
Military III Prosecutor, and Surabaya Military III Court. The data used are primary data and secondary data



obtained from interviews, literature studies, journals, research results, websites, and legislation. Data collection is
done through interviews and documentation. The informants in this assessment were Chief of Air Force Command
Command Muljono Surabaya as the commander who had the right to punish. Data processing is done by checking
information and classified systematically, as well as processing primary and secondary data relationships. The
results of data processing were analyzed descriptively qualitatively.

The results of the study show that the obstacles faced in enforcing penalties for the Air Force Soldiers involved in
criminal acts cannot yet be carried out maximally. Provision of sanctions for military discipline for air force
soldiers rests with the authority of Ankum, because Ankum has the authority to impose military discipline even if
the soldier commits a criminal act. Ankum in imposing a sentence must consider various aspects in determining
the decision. One of the attributes prioritized by each unit commander in deciding a sentence for soldiers is the
ability to assess how likely violations committed by soldiers will have an impact on unity cohesion. The author has
suggestions. To law enforcement officers to carry out their duties and authorities in accordance with the applicable
laws and regulations and carry out tasks in their fields and are ordered and Ankum is authorized to settle cases of
violations of criminal law (criminal acts) which are so lightly resolved in a disciplinary manner, cases can be

achieved.Keywords : Problematic, Regulation of Ministry of Transportation, Transport.
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PENDAHULUAN
Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945 bahwa Negara Republik
Indonesia sebagai negara hukumbertujuanmewujudkan
tata kehidupanbangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan
tertib.
Sehinggadiperlukanupayauntukmenegakkankeadilan,
kebenaran, ketertiban, dan kepastianhukum.
SebagaimanadalamUndang-UndangNomor 14  Tahun
1970
tentangKetentuan-ketentuanPokokKekuasaanK ehakiman
bahwauntukmenegakkankeadilan, kebenaran, ketertiban,
dan kepastianhukumialahmelaluiperadilan.

Sementaraitu, Undang-undangNomor 1 Tahun
1988 tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 20
Tahun 1982
tentangKetentuan-ketentuanPokokPertahananKeamanan
Negara Republik Indonesia menentukanbahwa
Angkatan Bersenjatamempunyaiperadilantersendiri dan
komandan-komandanmempunyaiwewenangpenyerahanp
erkara.

AdapunPeraturanperundang-undangan yang
mengaturtentangperbuatanpelanggaran yang dilakukan
oleh prajuritmiliter, terdiridari Kitab
Undang-undangHukumPidana (KUHP), Kitab
Undang-undangHukumPidanaMiliter ~ (KUHPM),Kitab
Undang-undangHukumDisiplinMiliter (KUHDM), dan
peraturan perundangan-undangan pidana umum lainnya.

Berdasarkanperan dan
fungsinyapenegakanhukumdalamlingkungan TNI
meliputi:

a. KomandanSatuanbertindakselakuAnkum (Atasan
yang berhakmenghukum) dan Papera

(PerwiraPenyerahPerkara);

b. PolisiMiliterbertindaksebagaipenyidik;

c. OditurMiliterbertindakselakupenyidik, penuntutumum
dan pelaksanaputusan; dan

Military Criminal Law, Military Discipline, Indonesian Air Force

d. Hakim Militer di PengadilanMiliter yang mengadili,
memeriksa, dan memutusperkara.

Selain hukuman pidana, prajurit yang melakukan

pelanggaran hukum pidana militer akan mendapatkan

sanksi administrasi. Hal ini diatur
berdasarkanPerkasauNomor 18 tahun 2014
tentangsanksiadministrasibagiprajurit yang

terlibatkasusmerupakanperaturankepalastafangkatanudara
yang
keberlakuannyahanyaditujukankepadapersonil TNI-AU.
Sanksiadministrasimerupakan bagian dari akibat
hukum = yangsangatmelekatterhadapprajuritTNI-AUyang
melakukan pelanggaran hukum. Pemberian sanksi
administrasi merupakan kewenangan ankum (atasan yang
berhak menghukum) sebagai komandan satuan bagi
prajurit dibawah komandonya. Hal
tersebuttelahdiaturberdasarkanPerkasauNomor 18 Tahun

2014  Pasal 7 yang  berbunyi“Kasus  yang
sudahdijatuhihukuman  dan  berkekuatanhukumtetap,
makaankum yang

berwenangharussegeramenerbitkankeputusansanksiadmi
nistrasi paling lama 14 (empatbelas) harisetelahputusan
yang berkekuatanhukumtetaptersebutditerima oleh satker
yang bersangkutan .
Sanksiadministrasidiberikankepadaseorangprajuritsetelah
dinyatakanbersalah dan telahterbukti melanggar disiplin
militer. Sanksiadministrasiakanberdampak pada
jenjangkarirprajuritTNI-AUdiantaranyamempengaruhijab
atan, kepangkatan dan pendidikannya.

Sanksi administrasi tidak hanya diberikan kepada
prajurit TNI-AU yang melakukan pelanggaran hukum
pidana militer, melainkan berdampak juga kepada
pelanggaran  hukum  disiplin =~ militer. =~ Menurut
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum
Disiplin Militer Pasal 10 yang berbunyi “Penjatuhan
Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam
9 diikuti dengan Sanksi Administratif sesuai dengan



’

ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sehingga
apabila prajurit TNI-AU yang melakukan pelanggaran
disiplin militer, selain mendapatkan hukuman berupa
sanksi teguran, penahanan ringan, dan penahanan berat
maka akan mendapatkan sanksi administrasi. Jadi, setiap
prajurit yang melakukan pelanggaran hukum pidana
militer maka pasti melanggar hukum disiplin militer,
tetapi prajurit yang melakukan pelanggaran hukum
disiplin militer, belum tentu melanggar hukum pidana
militer. Tetapi faktanya, ada prajurit yang melakukan
tindak pidana namun oleh ankum selaku atasan yang
berhak menghukum penyelesaian perkaranya
diselesaikan melalui hukum disiplin militer.

Prajurit TNI yang melakukantindakpidana,
selakuKomandanSatuandapatberwenangsebagaiAnkum
dan/atauPapera.
KomandanSatuandapatberwenangsebagai Ankumapabila
meyakinibahwaperbuatanprajurit yang
beradadibawahkomandonyamemangmelanggarhukumdisi
plinmiliter,
makaAnkumlangsungbisamemutuskanhukumandisiplinm
iliterbaginya.
SedangkanapabilaKomandanSatuantidakmeyakinibahwa
perbuatanprajurit yang
beradadibawahkomandonyamerupakanpelanggaranhuku
mdisiplinmiliterataumeyakinibahwaperbuatannyamerupa
kantindakpidana,
makaKomandanSatuansebagaiPaperamemilikikewenanga

nuntukmenyerahkanperkaranyakepadaOditurat agar
mendapat SPH  (saran  pendapathukum) dan
segeramenetapkanKeppera (Keputusan
PenyerahanPerkara) agar
diselesaikanmelaluipengadilanmiliter.
Berbedahalnyadengan,

apabilaKomandanSatuanmeyakinibahwaperbuatanprajuri
t yang

beradadibawahkomandonyamerupakantindakpidananamu
nOditurmemberikan SPH  (saran  pendapathukum)
untukdiselesaikansecarahukumdisiplinmiliter,

makaKomandanSatuanselakuPaperamenetapkanKeppera
(Keputusan PenyerahanPerkara)
untukdiselesaikansecarahukumdisiplinmiliter. ~ Menurut
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum
Disiplin Prajurit, Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi “dalam
hal hukuman disiplin militer terhadap perbuatan yang
melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang
sedemikian ringan sifatnya sebagaimana dimaksud
8 huruf b dijatuhkan,
penyelesaian menurut Hukum Disiplin Militer merupakan

dalam  Pasal keputusan

wewenang Papera setelah menerima pendapat dan saran
hukum dari oditur.”
Berdasarkankasushukum disiplin militer yang

terjadi, atasnama :

A. WakhidAmnan, PangkatKoptu NRP 517744, jenis
pelanggaran disiplin yang telah dilakukan

1. Pada tahun 2000 berpangkatPraka,
telahmelakukanpelanggarandisiplinmiliteryaitu
Mangkir,
sehinggaberdasarkanPutusanHukumDisiplinMil
iterNomor PHD/14/X/2000

terdiridariPenahananBerat 14 Hari, Penundaan
UKP 3 Periode, dan DIK 2 gelombang.

2. Pada tahun 2000 berpangkatPraka,
telahmelakukanpelanggarandisiplinmiliteryaitu
Mangkir,
sehinggaberdasarkanPutusanHukumDisiplinMil
iterNomor PHD/01/11/2001
terdiridariPenahananBerat 14 Hari, Penundaan
UKP 3 Periode, dan DIK 2 gelombang.

3. Pada Tahun 1999 berpangkatPraka,
telahmelakukanpelanggarandisiplinmiliteryaitu
MenikahTanpaProsedurDinas,
sehinggaberdasarkanPutusanHukumDisiplinMil
iterNomor PHD/04/VI11/2001/KUM,
terdiridariPenahananBerat 14 Hari, Penundaan
UKP 3 Periode, dan DIK 2 gelombang.

B. Wiyono, PangkatPelda NRP 515075,
pelanggaran disiplin yang telah dilakukan

1. Pada tahun 2001 berpangkatSerka,
telahmelakukanpelanggarandisiplinmiliteryaitu

Penganiayaan,
sehinggaberdasarkanPutusanHukumDisiplinMi
literNomor PHD/02/11/2002
terdiridariPenahananBerat 16 Hari, Penundaan
UKP 2 Periode, dan DIK 2 gelombang.

2. Pada tahun 2012 berpangkatSerma,
telahmelakukanpelanggarandisiplinmiliteryaitu
Mabuk-mabukanmenyebabkanKecelakaanLalu
Lintas,
sehinggaberdasarkanPutusanHukumDisiplinMi
litertNomorKepkumplin/10/111/2012
terdiridariPenahananBerat 15 Hari.

Pada contoh kasus, prajurit TNI-AU yang
melakukan tindak pidana telah mendapatkan hukuman
disiplin militer atas perbuatannya namun masih ada
prajurit  yang mengulangi  pelanggaran  hukum
(residivice). Hal
inimenyebabkanberkurangnnyakedisiplinanprajurit
TNI-AU dalammelaksanakantugas dan kewajibannya,
dan kurangnyakualitasefekjera yang
diberikandengantujuanseharusnyatidakmengulangiperbua
tannyaternyatamenimbulkanpemikiranmeremehkansehin
ggamengulangilagiperbuatannya. Selainitu,
dapatmemberikanpengaruhnegatifbagiprajurit yang
lainnyakarenatidakmenjadipelajaranataupenyesalanbagip
elakusehinggaprajurit yang

jenis



lainnyadapatmenjadikansebagaicontohdalampenerapan di
kehidupansehari-harisebagaiprajurit TNI-AU.
Berdasarkanhaldiataspenulisberanggapanperluu
ntukmenulisperihaltindakpidanadalamhukumpidanamilite
rbagiprajurit TNI-AU yang terlibattindakpidanadam
memunculkanrumusanmasalahsebagaiberikut
1. Tindakpidanaapasaja yang
dapatdiselesaikanberdasarkanhukumdisiplinmiliter?
2. Kendalaatasan yang berhakmenghukum (Ankum)
dalammenegakkanpelanggarandisiplinmiliterbagipraj
urit TNI-AU yang terlibattindakpidana ?

METODE
Jenispenelitianiniadalahpenelitianyuridisempiris,
yaitumengkajiketentuanhukum yang berlakusertaapayang
terjadidalamkenyataannya di masyarakat.
Penelitianinidilakukandenganmengolahinformasidarikete
ranganinforman yang mengalami dan
mengetahuiinformasitentangsebuahpermasalahan dan
menyajikan data.
PermasalahandalampenelitianiniyaituproblematikaSanksi
hukumandisiplinmiliterkepada TNI-AU yang
terlibattindakpidana. Penelitianinidilakukan di Pangkalan
TNI-AU Muljono Surabaya, OdituratMiliter III-11
Surabaya, dan PengadilanMiliter III-12  Surabaya.
penelitimemilihtempatinidikarenakanmemilikikewenanga
n .sebagai wilayah komandooperasi, aparatpenyidikan,
dan memimilikikewenanganmemutuskan dan
mengadiliperkaramiliterdiwilayahJawa Timur. Sumber
data yang digunakandalampenelitianiniadalah data primer
dan data sekunder. Data Primer adalah data yang

diperolehlangsung di lokasipenelitian. Data
sekunderadalah data yang
diperolehdarikajianataupenelaahanberbagaisumberkepust
akaan, dokumen, laporan-laporan dan
beberapasumberdariperaturanperundang-undangan.

Teknik pengumpulan data

dalampenelitianinidilakukandengancarawawancara,
observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data
yang
digunakandalampenelitianhukumempirisdapatmenggunak
anmetodeanalisisdeskriptif.
Analisisdeskriptifadalahanalisis yang
bertujuanuntukmenggambarkanataumemaparkansubjek
dan objekpenelitiansesuaidenganhasilpenelitian ~ (Fajar
dan Achmad, 2015: 154), melaluiediting, classifying,
verifying, analyzing, dan concluding.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindak Pidana Yang Dapat Diselesaikan Berdasarkan
Hukum Disiplin Militer?

Dalambhaliniperlukitaketahui juga istilah-istilah

yang merupakanbagiandari proses
penyelesaianperkaramiliter di Indonesia diantaranya:
Pertama, Oditurat, pejabat yang

diberiwewenanguntukbertindaksebagaipenuntutumum,

sebagaipelaksanaputusanataupenetapanpengadilandalamli
ngkunganperadilianmiliter. Kedua, Pengadilan, badan
yang melaksanakankekuasaankehakiman di
lingkungnperadilanmiliter. Ketiga, Ankum, atasan yang
berhakmenghukumatauatasan yang
mempunyaiwewenanguntukmenjatuhkanhukumandisiplin
kepadaanggotaatauprajurit yang
beradadibawahwewenangkomandonyamenututketentuanp
erundang-undangan yang berlaku. Keempat, Papera,
perwira TNI yang ditunjuk dan
diberiwewenangmenyerahkanperkarapidanaanggotanyak
epadapengadilanmiliter yang berwenang. Panglima TNI
merupakanpaperatertinggi,
kepalastafadalahpaperabagitersangka yang
secaraorganikbertugas di lingkunganangkatan.
Paperadijabatserendah-rendahnya Dan Rem/Dan Brigit
(AD), dan Lanal (AL), dan Lanud (AU). Kelima, Penyidik
TNI, atasan yang berhakmenghukum/pejabatpolisimiliter.
Keenam, Laporan,pemberitahuan yang disampaikan oleh
seseorangkarenahakataukewajibannyaberdasarkanundang
-undangkepadapejabat yang
berwenangtentangtelahatausedangataudidugaakanterjadin
yaperistiwapidana. Ketuju, Pengaduan, pemberitahuan
yang disertaipermintaan oleh pihak yang
berkepentingankepadapejabat yang
berwenanguntukmenindakmenuruthukumseseorang yang
telahmelakukantindakanpidanaaduan yang merugikan.
Kedelapan, Penyitaan,
serangkaiantindakanpenyidikpolisimiliteruntukmengambi
lalihataumenyimpandibawahpenguasaannyabendabergera
katautidakbergerak, berwujudatautidakberwujud,
untukkepentinganpembuktiandalampenyidikan,
penuntutan dan pemeriksaansidangpengadilan.
Kesembilan, Penahanan,
penempatantersangkaatauterdakwa di tempattertentu oleh
penyidik TNI atasperintahatasan yang
berhakmenghukum, perwirapenyerahperkara, atau hakim
ketuaataukepalapengadilandengankeputusandalamhalmen
urutcara yang diaturdalamundang-undang. Kesepuluh,
Penyerahanperkara,
tindakanperwirapenyerahperkarauntukmenyerahkanperka
rapidanakepadapengadilandalamlingkunganperadilanmili
terataupengadilandalamlingkunganperadilanumum yang

berwenang, denganmenuntutsupayadiperiksa dan
diadilidalamhal dan menurutcara yang
diaturdalamundang-undang. Kesebelas,
Penutupanperkara,

tindakanperwirapenyerahperkarauntuktidakdapatmenyera
hkanperkarapidanakepadapengadilanmiliter. Keduabelas,
Tersangka, seseorang yang termasukyustisiabel di
lingkunganperadilanmiliter, yang
karenaperbuatannyaataukeadaannyaberdasarkanbuktiper
mulaanpatutdidugasebagaipelakutindakpidana.



Ketigabelas, Terdakwa, seorangtersangka yang dituntut,
diperiksa, dan diadili di
sidangpengadilandalamlingkunganperadilanmiliterataupe
ngadilandalamlingkunganperadilanmiliter dan
dalamlingkunganperadilanumum. Keempatbelas, Saksi,
orang yang
dapatmemberikanketerangangunakepentinganpenyidikan,
penuntutan, dan peradilandalamsuatuperkarapidana yang

iadengarsendiri, ialihatsendiri dan diaalamisendiri.
Kelimabelas, Keterangansaksi, sebagai salah
satualatbuktidalamperkarapidana yang

berupaketerangandarisaksimengenaisuatuperkarapidana
yang iadengarsendiri, ialihatsendiri, dan iaalamisendiri,
denganmenyebutalasandaripengetahuanitu. Keenambelas,
Keteranganahli, keterangan yang diberikan oleh seorang
yang yang
diperlukanuntukmembuatterangsuatuperkarapidanagunak
epentinganpemeriksaan.

Ketujuhbelas, Penasehat hokum, seorang yang

yang

memilikikeahliankhusustentanghal

menurutketentuanperaturanperundang-undangan
berlaku,
memenuhipersyaratanuntukmemberikanbantuanhukumm
enurutcara yang diaturdalamundang-undang.
Kedelapanbelas, Terpidana, seorang yang
dipidanaberdasarkanputusanpengadilandalamlingkungan
peradilanataupengadilandalamlingkunganperadilanumum

yang telahmemperolehkekuatanhukumtetap.
Kesembilanbelas, UpayaHukum, dalamhukum acara
pidanamiliter,

hakterdakwaatauodituruntuktidakmenerimaputusanperta
ma/ pengadilantingkatpertama dan terakhiratautingkat
banding atautingkatkasasi yang berupaperlawananatau
banding
ataukasasiatauterpidanaatauahliwarisnyaatauodituruntuk
mengajukanpermohonanpeninjauankembaliputusanpenga
dilan yang
sudahmemperolehkekuatanhukumtetapsertamenurutcara
yang  diaturdalamundang-undang (AmiroeddinSjarif.
1996:78)

Menurut Undang-undang No 25 Tahun 2014
Tentang Hukum Disiplin Militer. Disiplin militer adalah
kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan
peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan
tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Hukum disiplin
militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur,
membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang
berlaku bagi militer. Sedangkan Hukuman disiplin militer
adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak
menghukum (ankum) kepada bawahan yang berada di
bawah wewenang komandonya karena melakukan
pelanggaran hukum disiplin militer. dan Pelanggaran
hukum disiplin militer adalah segala perbuatan dan/atau
tindakan yang dilakukan oleh militer yang melanggar

hukum dan/atau peraturan disiplin militer dan/atau
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
sendi-sendi kehidupan militer yang berdasarkan sapta
marga dan sumpah prajurit.

Menurut UU Hukum Disiplin Militer, atasan
yang berhak menghukum selanjutnya disebut Ankum
adalah atasan yang diberi wewenang untuk menjatuhkan
hukuman disiplin militer kepada bawahan yang berada di
bawah wewenang komandonya. Artinya ankum hanya
menjatuhkan hukuman disiplin militer bagi prajurit yang
melanggar hukum disiplin militer.Faktanya, ada ankum
yang menjatuhkan hukuman disiplin bagi prajurit yang
melakukan tindak pidana, menurut hasil wawancara
dengan oditur maka disitu telah terjadi penyimpangan
yang dilakukan oleh ankum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ankum
dan/atau papera, yang termasuk tindak pidana yang dapat
diselesaikan berdasarkan disiplin militer ialah tindak
pidana yang masih berada didalam internal kesatuan,
artinya selama perbuatan tersebut tidak melibatkan pihak
lain yang Dberkaitan dengan masyarakat
Contohnya apabila prajuritnya sebagai pengguna narkoba
untuk pertama kali, berdasarkan kesehariannya selama
dinas memiliki sikap dan riwayat hukum yang baik, maka
komandan selaku ankum memiliki kewenangan penuh

umum.

dalam menentukan penyelesaian perkara yang terjadi
pada anggota prajuritnya dengan mempertimbangkan
latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaku melakukan pelanggaran.

Dalam hal ini, ankum memiliki kewenangan
penuh terhadap anggota prajuritnya, menurut hasil
wawancara dengan ankum, ankum mempertimbangkan
berbagai aspek dalam menentukan keputusannya apalagi
dalam menentukan penyelesaian proses hukum bagi
prajuritnya yang terlibat masalah hukum. Keadaan medan
pangkalan dengan situasi konflik di daerah tersebut dan
keterbatasan prajurit yang memiliki kemampuan khusus
menjadi pertimbangan ankum dalam menentukan
keputusan dan kebijakan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan
bahwa tindak pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan
disiplin militer terdiri dari :

1. Perbuatan yang
melanggarperundang-undanganpidana yang
sedemikianringansifatnya, meliputi :

a. Segalabentuktindakpidana yang

digolongkandalamperaturanperundang-undanga
nterkaitdenganancamanpidanapenjara paling
lama 3(tiga) bulanataukurungan paling lama
(enam) bulan;

b. Perkarasederhana dan mudahpembuktiannya;



c. Tindakpidana yang
terjadimengakibatkanterganggunyakepentingan
militer dan/ataukepentinganumum; dan

d. Tindakpidanakarenaketidakhadirantanpaizindal
amwaktudamai paling lama 4 (empat) hari ;

2. Perbuatan yang
melanggarperundang-undanganpidanaselamamasiht
erjadididalam internal kesatuan,
tidakdiketahuimasyarakatumum dan
tidakmelibatkanpihak lain diluarinstansi TNI;

3. perbuatan yang
melanggarperundang-undanganpidana yang

diputuskanoleh
ankumdenganmempertimbangkanlatarbelakang dan
faktor-faktor yang
mempengaruhipelakumelakukanpelanggaran.

Kendala Atasan Yang Berhak Menghukum
(ANKUM) Dalam Menegakan Pelanggaran Disiplin
Militer Bagi Prajurit TNI-AU Yang Terlibat Tindak
Pidana?

Aspekkeadilandalamsistemperadilanmilitersela
ma inimenjadisorotanutama,
apalagidenganadanyarencanaperubahanterhadap UU No.
31 Tahun 1997 tentangPeradilanMiliter.
Terbuktidenganberbagaikasus yang
telahmendapatkanperhatian yang cukupluasdaripublik,
peradilanmilitertelahmenjadi safe beaven, bagi para
anggotamiliter yang melakukantindakankriminal (Al
Araf, dkk, 2007: 15), Yang
dimaksuddenganhukummiliterialahlandasan-landasanhuk
umkhusus, tertulismaupuntidaktertulis yang berlaku di
lingkunganangkatanbersenjata dan lingkungan yang
lebihluasdalamkeadaantertentuterutamadalamkeadaandar
uratatauperangatauserangkaianketentuanhukum yang
terkait dan berpengaruhdengankepentinganpertahanan
Negara (Brigjen TNI H.A. Affandi: 6).

Berkaitan dengan penelitian ini, berdasarkan UU
No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa
atasan yang berhak menghukum adalah atasan langsung
yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan
hukuman  disiplin  menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan berwenang
melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang ini.

MenurutSoerjonoSoekantoderajat dari
efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan
masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak
hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa
kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya
suatu sistem hukum(Soerjono Soekanto, 1985: 7). Faktor
yang banyak mempengaruhi suatu perundang-undangan
adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran,
wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik dalam

taraf

menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka
maupun dalam menegakkan perundang-undangan.
Berdasarkan penelitian ini, keputusan ankum
bersifat perintah.Ankum memiliki kewenangan penuh
terhadap anggota prajurit yang berada dibawah
komandonya. Hal inilah yang membedakan antara sipil
dengan militer, komandan kesatuan memiliki medan
teritorial dengan keadaan yang berbeda antara satu
teritorial dengan teritorial yang lainnya, dengan begitu
berbeda komandan kesatuan berbeda pula pemikiran
dalam  menentukan  kebijakan. Apabila  ankum
memutuskan perkara pidana untuk diselesaikan secara
disiplin maka itu merupakan kebijakan ankum dengan
segala pertimbangannya.Tetapi sesuai dengan UU
Peradilan Militer, bahwa ankum adalah atasan langsung
yang mempunyai untuk  menjatuhkan
hukuman  disiplin  menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan berwenang
melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang ini.

wewenang

Sehingga apabila ada ankum yang memutuskan perkara
pidana untuk diselesaikan secara disiplin, maka
ankumkurang profesional dalam melaksanakan tugas,
fungsi dan wewenang dari penegak hukum, baik dalam
menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka
maupun dalam menegakkan perundang-undangan.
Faktor-faktor  lain  yang  mempengaruhi
penegakan hukum menurut Soe jono Soekanto yaitu
faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana yang
mendukung  penegakan hukum, dan faktor
kebudayaan(Soerjono Soekanto, 2011: 9). Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.  Kondisi
penegekan hukum dalam masyarakat bukan hanya
ditentukan oleh faktor tunggal, melainkan dipengaruhi
oleh berbagai faktor yang memberikan kontribusi secara
bersama-sama terhadap kondisi tersebut. Namun faktor
mana yang paling dominan mempunyai
tergantung kepada konteks
tantangan-tantangan yang dihadapi.
faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum daat
dibedakan menjadi 2 (dua) hal, yaitu faktor-faktor yang
terdapat didalam sistem hukum dan faktor-faktor diluar
sistem hukum. Realitas penegakan hukum dalam
masyarakat kita yang sedang mengalami proses
moderenisasi juga dipengaruhi faktor-faktor majemuk
didalamnya. Faktor tersebut tidak berpengaruh pada
penelitian ini, karena berdasarkan penelitian ini terdapat
faktor-faktor diluar sistem hukum menjadi kendala bagi
atasan yang Dberhak menghukum (ankum) dalam

pengaruh
sosial dan
Secara umum

menegakan pelanggaran disiplin militer, ditinjau dari
faktor-faktor yang tidak mempengaruhi sistem penegakan
hukum yaitu :

a. Faktor Kepangkatan



Faktor Kepangkatan menjadi salah satu
faktor yang berpengaruh dalam upaya atasan yang
berhak menghukum (ankum) dalam menegakan
pelanggaran disiplin militer, hal ini dikarenakan
didalam kehidupan militer berprinsip pada jenjang
hierarki atau urutan kepangkatan diutamakan dalam
melaksanakan perintah dan tugas.

b. Faktor Teritorial

Faktor teritorial menjadi salah satu faktor
yang berpengaruh dalam upaya atasan yang berhak
menghukum (ankum) dalam menegakan pelanggaran
disiplin militer, hal ini dikarenakan teritorial
masing-masing kesatuan memiliki medan, kondisi
dan situasi yang berbeda.

c. Faktor Keterbatasan Personil

Faktor Keterbatasan Personil menjadi salah
satu faktor yang berpengaruh dalam atasan yang
berhak menghukum (ankum) dalam menegakan
pelanggaran disiplin militer, hal ini dikarenakan
berkaitan dengan faktor teritorial, dimana dengan
dipengaruhinya medan, situasi dan kondisi yang
berbeda menimbulkan ketersediaan personil dengan
kemampuan khusus dalam melaksanakan perintah
dan mengamankan kesatuan atau pangkalan militer
menjadi terbatas.

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan penelitian mengenai, Tindak Pidana dalam

Hukum Disiplin Militer Bagi Prajurit TNI-AU yang
terlibat Tindak Pidana maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Tindak pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan

hukumdisiplin ~ militer, ialah perbuatan yang
melanggar  perundang-undangan = pidana  yang
sedemikian  ringan  sifatnya;perbuatan  yang
melanggar perundang-undangan pidana = selama
masih terjadi didalam internal kesatuan, tidak
diketahui ~ masyarakat ~ umum  dan = tidak

melibatkanpihak lain diluar instansi TNI, perbuatan
yang melanggar perundang-undangan pidana yang
diputuskan oleh ankum dengan mempertimbangkan
latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaku melakukan pelanggaran. Hukum disiplin
militer sangat penting sebagai landasan bagi para
komandan dalam menegakkan disiplin prajurit dan
kesatuannya. Dalam setiap bentuk penugasan militer
memerlukan akses pada sistem disiplin yang dapat
diterapkan secara cepat dan sedemikian rupa
sehingga disiplin militer dapat ditegakkan, operasi
tidak terhambat dan otoritas komando terdukung
dengan baik.

2. Kendala ankum dalam menegakan pelanggaran
disiplin militer bagi prajurit TNI AU yang terlibat
tindak pidana ditinjau dari faktor hukumnya itu
sendiri terkait dengan peraturan kewenangan ankum
dalam menentukan keputusan bagi prajurit yang
berada dibawah komandonya, dan faktor penegak
hukum itu sendiri dalam melaksanakan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku,
sertafaktor-faktor diluar sistem hukum yang terdiri
dari faktor kepangkatan, faktor teritorial, dan faktor
keterbatasan personil.

Saran
1. Kepada aparat penegak hukum agar melaksanakan
tugas dan kewenangannya sesuai  peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan

tugas sesuai bidangnya dan diperintah langsung untuk

menangani masalah tersebut sesuai keahliannya.

KomandanselakuAnkumdiberiwewenangmenyelesai

kanperkarapelanggaranhukumpidana (tindakpidana) yang
sedemikianringan
sifatnyacukupdiselesaikansecarahukumdisiplin,
sehinggakecepatanpenyelesaiansuatuperkaradapattercapai
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